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Pendahuluan
Salah satu aspek penting dalam tata usaha adalah
pengelolaan surat menyurat, yang menjadi sarana
komunikasi tertulis antara pihak pengirim dan
penerima untuk berbagai tujuan tertentu.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), atau
Information and Communication Technology (ICT)
saat ini sudah diterapkan dalam sistem
pemerintahan. E-Government adalah penerapan
teknologi informasi dan komunikasi dalam
pelaksanaan tugas dan tata kelola pemerintahan.

E-Buddy dirancang sebagai tindak lanjut dari
penerapan E-Governance G2E (Government to
Employee). Aplikasi ini merupakan salah satu inovasi
di Kabupaten Sidoarjo yang berfungsi sebagai
platform pengelolaan surat menyurat berbasis
digital. Fitur utamanya yakni menu surat masuk, surat
keluar, dan presensi.
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Pendahuluan

Berdasarkan data pengelolaan surat melalui akun E-Buddy di Pemerintah Desa
Permisan dari tahun 2020 hingga April 2025, terlihat adanya peningkatan signifikan
dalam aktivitas surat-menyurat pada aplikasi E-Buddy. Sistem mulai diimplementasikan
secara aktif dan konsisten. Keseluruhan data ini mengindikasikan bahwa implementasi
E-Buddy telah mendorong efisiensi dan keteraturan dalam proses ketatausahaan desa.
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Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian
Rumusan Masalah :

Bagaimana Implementasi E-Buddy dalam proses ketatausahaan di pemerintah desa
permisan?

Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Buddy pada proses
ketatausahaan di Pemerintah Desa Permisan. Yang dianalisis berdasarkan empat
indikator teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III, 1980 dengan meinlai
Empat faktor utama :

• komunikasi, 

• sumber daya, 

• disposisi, 

• dan struktur birokrasi.
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Teori
Teori yang digunakan peneliti yaitu

Teori implementasi George C. Edward III

• Komunikasi (Communication)
Untuk menjelaskan tingkat kejelasan informasi kebijakan yang disampaikan kepada
pelaksana dan sasaran kebijakan.

• Sumber Daya (Resources)
Mencakup ketersediaan sumber daya manusia, dana, serta sarana prasarana yang 
mendukung pelaksanaan kebijakan.

• Disposisi (Disposition)
Menjelaskan terkait sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana dalam menjalankan
kebijakan yang telah ditetapkan.

• Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
Memuat tentang Tata organisasi, prosedur, dan mekanisme kerja yang mengatur proses 
pelaksanaan kebijakan agar berjalan efektif.
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Penelitian Terdahulu
• Albab M.U, et al (2024) : Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital

Melalui Aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan surat dinas berbasis
digital melalui aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Pemerintah Desa Kedungrejo masih
menghadapi berbagai kendala diantaranya: terutama kompetensi SDM dan fitur
yang kurang memadai

• Hanifah A. et al., (2024) : Implementasi Penataan Naskah Dinas Elektronik Melalui
E-Buddy di Desa Panggreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Hasil
penelitian menunjukkan masih menghadapi kendala dalam konsistensi
komunikasi, kendala penggunaan aplikasi E-Buddy oleh aparatur desa.

• Suryansyah V.A, et al, (2022) : Inovasi Pelayan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Penggunaan e-Buddy. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa inovasi pelayanan melalui penggunaan e-Buddy telah
diterapkan dengan sangat baik.
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Metode Penelitian
Metode 

Pendekatan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pemilihan Informan

Teknik Analisis Data 

Teori yang digunakan

Lokasi Penelitian

:

:

:

:

:

:

:

Deskriptif

Kualitatif

Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Purposive Sampling 
Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Tata Usaha

Model Interaktif Miles Huberman 
Pengumpulan Data > Pemilihan Data > Penyajian Data > Penarikan Kesimpulan

teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III, 1980) 
Empat faktor utama : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pemerintah Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo
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Hasil- KOMUNIKASI
Keberhasilan program dinilai dari Implementasi komunikasi antara Developer

kepada pelaksana. Komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan

keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik.

Dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, Terdapat tiga

aspek penting dalam komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi

a. Transmisi

Pada aspek transmisi, penyampaian informasi mengenai aplikasi E-Buddy telah

dilakukan melalui dua metode, yaitu daring dan luring. Hal ini menunjukkan adanya

upaya pemerintah dalam menjangkau seluruh pelaksana program secara

maksimal dan merata, sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh

perangkat desa.
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Hasil- KOMUNIKASI

b. Kejelasan

Pada aspek kejelasan, informasi yang disampaikan dinilai

sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana.

Mereka mendapatkan pemahaman tentang cara

penggunaan serta fungsi dari fitur-fitur yang ada dalam aplikasi

E-Buddy

c. Konsistensi

pada aspek konsistensi, masih ditemukan penggunaan dua
saluran komunikasi yang berjalan bersamaan, yaitu E-Buddy

dan WhatsApp. Meskipun WhatsApp digunakan untuk

mempercepat penyampaian informasi, kondisi ini menunjukkan

bahwa komunikasi belum sepenuhnya konsisten
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Hasil- SUMBER DAYA
Pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan optimal apabila didukung oleh sumber daya

yang memadai, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan informasi,

maupun sarana pendukung

a. Sumber daya manusia

Hal ini menjadi indikator bahwa dari sisi sumber daya manusia, baik secara jumlah maupun
fungsi, Pemerintah Desa Permisan telah memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung

implementasi aplikasi digital dalam proses ketatausahaan desa.
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Hasil- SUMBER DAYA

a. Sumber daya sarana dan prasarana

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah

desa permisan untuk menunjuang implementasi E-Buddy sudah terbilang cukup memadai.
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Hasil- DISPOSISI

Pada aspek disposisi, adalah bagaimana sikap, komitmen, dan tanggung jawab
pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan,
disposisi menjadi faktor penting karena berkaitan dengan sejauh mana
pelaksana memiliki dedikasi dan pemahaman yang sama terhadap tujuan
program.

Dalam konteks implementasi di Pemerintah Desa Permisan, Jabon, ditemukan
bahwa pelaksanaan disposisi surat melalui aplikasi e-Buddy belum berjalan
secara maksimal. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kepala
desa tidak selalu aktif mengoperasikan aplikasi tersebut, sehingga proses
disposisi surat masuk tidak sepenuhnya dilakukan secara digital. Akibatnya, Kaur
Tata Usaha dan Umum tetap harus melakukan pengajuan disposisi secara
manual sebagai alternatif agar surat dapat segera ditindaklanjuti. Kondisi ini
menyebabkan terjadinya dualisme proses, yakni melalui e-Buddy dan secara
manual, yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan tumpang tindih
dalam alur kerja.
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Hasil- STRUKTUR BIROKRASI

Struktur birokrasi menjadi penting karena

berkaitan dengan kejelasan prosedur,

pembagian tugas, serta konsistensi

pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan data tersebut, Struktur

organisasi tata kerja Pemerintah Desa

Permisan menunjukkan pembagian

tugas yang jelas dan sistematis,

Fragmentasi yang terlihat dari
pembagian peran tersebut

memungkinkan pelaksanaan kebijakan

dilakukan secara lebih fokus, terarah,

dan efisien.
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi E-Buddy di Desa
Permisan, Kecamatan Jabon, telah berjalan cukup baik namun masih menghadapi beberapa
kendala, diantaranya :

Dari aspek komunikasi, sosialisasi sudah dilakukan secara daring dan luring, serta informasi
penggunaan aplikasi disampaikan dengan jelas, meskipun masih ditemukan inkonsistensi
penggunaan saluran komunikasi karena masih digunakannya WhatsApp sebagai media pendukung.

Dari aspek sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana dinilai sudah
memadai.

Pada aspek disposisi, ditemukan bahwa dukungan pelaksana kebijakan, khususnya Kepala Desa,
belum maksimal karena disposisi surat masih dilakukan secara manual meski sistem sudah tersedia.

aspek struktur birokrasi, sudah tersusun dengan baik dan dilengkapi SOP yang sesuai regulasi, namun
diperlukan penguatan komitmen agar prosedur dijalankan secara konsisten.

Secara keseluruhan, penerapan E-Buddy membawa dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi
proses ketatausahaan di desa, namun masih dibutuhkan perbaikan pada beberapa aspek agar
implementasinya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
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